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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayah lautnya 2/3 lebih luas dari
wilayah daratannya, konsekuensinya Indonesia memiliki sumber daya alam
kekayaan laut yang sangat besar. Dalam rangka mengamankan sumber daya alam
laut dan kekayaan yang ada di dalamnya, maka diberikan kewenangan kepada
beberapa instansi yaitu: TNI AL, POLRI, PSDKP, Keimigrasian, DJBC, KPLP dan
lain lain untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang
terjadi di wilayah laut. Untuk mensinergikan penegakan hukum di laut dibentuklah
BAKAMLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. BAKAMLA merupakan badan
keamanan laut, yang berfungsi sebagai leader dalam sistem satu komando atau one
for all operation dengan sistem kendali operasi keamanan laut. Permasalahan hukum
yang menarik untuk dianalisis yaitu: a. eksistensi BAKAMLA dalam penegakan
hukum di laut dan b. kewenangannya dalam penindakan terhadap pelanggaran
hukum di laut. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif,
dengan pendekatan perundang undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan
hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian,
a. Eksistensi BAKAMLA sebagai coast guard dalam melaksanakan fungsi Maritime
Security, Maritime Safety, Maritime Defense dan Enviromental Protection, dan
merupakan salah satu dari aparat penegak hukum yang dapat melakukan penanganan
terhadap pelanggaran hukum di laut, dan b. Kewenangan BAKAMLA melakukan
penyelidikan dan penyidikan awal dan sebagai leading sector dalam penegakan
hukum tindak pidana khusus di laut. Untuk mengatasi ketidakjelasan fungsi
BAKAMLA dalam penegakan hukum di laut, maka perlu dibentuk yang jelas
mengenai eksistensi dan kewenangan BAKAMLA dalam melakukan penegakan
hukum tindak pidana khusus di laut.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana khusus di laut, BAKAMLA
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ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country whose sea area is 2/3 wider than its land area,
consequently Indonesia has enormous natural resources of marine wealth. In the
framework of securing marine natural resources and the wealth within it, authority is
granted to several agencies, namely: Navy, Police, PSDKP, Immigration, DJBC,
KPLP and others to carry out law enforcement against law violations that occur in
the sea. To synergize law enforcement at sea, BAKAMLA was formed based on Act
Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs and Presidential Regulation
Number 178 of 2014. BAKAMLA is a marine security agency, which functions as a
leader in a one command or one for all operation system with a security operating
control system the sea. Legal issues that are interesting to analyze are: a.
BAKAMLA's existence in law enforcement at sea and b. its authority in prosecuting
violations of the law at sea. This research method uses the type of normative legal
research, with the statutory approach, and the concept approach. Sources of legal
materials used are primary and secondary legal materials. Research results, a. The
existence of BAKAMLA as a coast guard in carrying out the functions of Maritime
Security, Maritime Safety, Maritime Defense and Environmental Protection, and is
one of the law enforcement officers who can deal with violations of law at sea, and
b. The authority of BAKAMLA conducts preliminary investigations and
investigations as a leading sector in law enforcement specifically at sea. To
overcome the unclear function of BAKAMLA in law enforcement at sea, it is
necessary to establish clearly the existence and authority of BAKAMLA in carrying
out law enforcement for special criminal acts at sea.

Keywords: , law enforcement, special crime at sea, BAKAMLA
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